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Abstract : This study aims to determine and provide an understanding for researchers regarding the role of culture, 

especially organizational culture, in relation to civil servant management science and it is hoped that researchers 

will know and understand the relationship with management science regarding civil servant work motivation. To 

identify and better understand these problems in depth, this research uses descriptive qualitative methods. This 

research was conducted in the Office of Regional Secretary (SEKDA) of Tanah Bumbu Regency. From the results 

of the study concluded that the organizational culture of civil servants that plays a role is the innovation and risk-

taking factor that has not run optimally, the attention to detail factor in work has not been carried out properly, then. 

the benefit orientation factor has not run optimally and the team orientation factor which means that work activities 

in organizations based on teams rather than individuals have not been in accordance with the wishes of standard 

operating procedures. So that. the author sees. that the role of organizational culture as seen in these factors in the 

work motivation of civil servants has not fully functioned. Civil servants' work motivation where the factor of 

providing driving force that creates a person's work enthusiasm so that they work together supported by office 

facilities and infrastructure, is inadequate and still limited. Likewise, the factor that influences civil servants to work 

effectively in completing their work is the level of education of civil servants which is not sufficient and still limited 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi pemahaman bagi peneliti mengenai peran budaya 

khususnya budaya organisasi kaitannya dengan ilmu manajemen PNS dan diharapkan agar peneliti mengetahui dan 

memahami kaitannya dengan ilmu manajemen mengenai motivasi kerja PNS. Untuk mengidentifikasi serta lebih 

memahami permasalahan tersebut secara mendalam maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Tanah Bumbu. Dari hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa budaya organisasi PNS yang berperan adalah faktor inovasi dan pengambilan resiko belum 

berjalan secara maksimal, faktor perhatian pada hal detail dalam bekerja belum terlaksana dengan baik, kemudian. 

faktor orientasi pada manfaat belum berjalan dengan maksimal dan faktor orientasi pada tim yang artinya aktivitas 

kerja di organisasi berdasarkan tim dari pada individual belum sesuai dengan keinginan standar oprasinal prosedur. 

Sehingga. penulis melihat. bahwa peran budaya oraganisasi sebagaimana yang terlihat pada faktor tersebut dalam 

motivasi kerja PNS tersebut belum berfungsi sepenuhnya. Motivasi kerja PNS dimana faktor pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka bekerja sama yang di dukung oleh sarana 

dan prasarana kantor, belum memadai dan masih terbatas. Demikian pula faktor yang mempengaruhi PNS bekerja 

secara efektif dalam menyelesaikan pekerjaannya adalah adanya tingkat pendidikan PNS yang tidak sesuai dengan 

beban kerja yang dilaksanakan, dengan memperhatikan pendidikan PNS umumnya, maka turut mempengaruhi 

sebagian PNS. tidak bekerja secara.efektif dan faktor kepuasan PNS dalam bekerja sebagian merasakan kepuasan 

dikarenakan adanya tunjangan- tunjangan yang didapatkan. Disisi lain terdapat Ketidak puasan yang disebabkan 

oleh terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung penyelesaian pekerjaan. Sehingga penulis melihat 

bahwa motivasi kerja PNS hubungannya dengan peran budaya organisasi dalam motivasi kerja di Kantor Sekda 

Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana yang terlihat pada faktor-faktor diatas masih rendah. 
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Latar Belakang 

Budaya organisasi sangat diperlukan 

pada setiap instansi baik instansi pemerintah 

maupun instansi swasta. Budaya Organisasi 

merupakan nilai yang diperoleh dan 

dikembangkan oleh organisasi dan merupakan 

pola dan falsafah dasar pendirinya, yang 

terbentuk menjadi suatu aturan yang digunakan 

untuk berfikir dan bertindak untuk mencapai 

tujuan yung diharapkan. Tercapainya tujuan 

Suatu organisasi tidak terlepas dari pola 

perilaku pegawai dalam hal ini sangat 

berkaitan dengan budaya organisasi yang 

dijalankan SE pegawai. Pada umumnya 

budaya organisasi sendiri merupakan struktur 

adat, tradisi, adat istiadat, norma dan etika 

yang turun temurun yang biasa digunakan 

diantara para pegawai dalam satu organisasi. 

Banyak Pegawai Meraih Kesuksesan Galah 

GrBanisasi karena didukung Oleh sebuah 

budaya yang khas dan kuat sertanam dalam 

Kegiatan                Operasionalnya. 

Penelitian dari Siti Sapariah (2017). 

menyatakan bahwa budaya organisasi ditinjau 

dari aspek norma, nilai-nilai dan etos kerja 

dalam meningkatkan prestasi kerja perlu 

dilakukan secara efektif, adapun hambatan 

yang dihadapi dalam mengefektifkan budaya 

organisasi dapat berasal dari dalam individu 

maupun luar individu sedangkan upaya yang 

telah ditempuh dalam mengefektifkan budaya 

organisasi yaitu melakukan pembinaan serta 

peningkatan sarana dan prasarana. Penelitian 

dari Jonguim Andre Q Silva (2014), 

mengemukakan budaya organisasi memiliki 

karekteristik kepemimpinan yang kurang 

visioner, tidak inovatif, inisiatif. yang sangat 

rendah, takut mengambil resiko, system 

pengarahan yang ketat, daya dukung rendah. 

tidak adanya sistem insentif, pengawasan yang 

rendah, identitas individualistik dan pola 

komunikasi yang formalistic, sehingga pola 

budaya organisasi yang demikian merupakan 

hambatan yang diperoleh dalam upaya 

pencapaian reformasi birokrasi. Seperti pada 

pegawai Setda Kabupaten Tanah Bumbu, 

budaya organisasi di Setda Kabupaten Tanah 

Bumbu mempengaruhi kerja Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) karena menciptakan hubungan 

antar Pegawai dan pola perilaku bagi PNS 

untuk menyumbangkan kemampuan 

terbaiknya dalam bekerja. 

 

 

Budaya organisasi merupakan strategi penting 

yang efektif bagi Kantor Setda Kabupaten Tanah 

Bumbu untuk mendorong profesionalisme kerja 

PNS. Untuk mewujudkan budaya organisasi pada 

suatu organisasi maka diperlukan adanya dukungan 

dan berpersepsi dari semua anggota yang ada di 

lingkup organisasi tersebut. Sehingga PNS 

terkadang berpersepsi berdasarkan karakteristik 

budaya organisasi yang meliputi inovasi, kepedulian, 

orientasi hasil, orientasi tim, perilaku pimpinan dani 

masih banyak lagi karakteristik dalam budaya 

organisasi.  

Budaya organisasi memiliki sejumlah 

peranan fungsi dalam organisasi, antara lain: (1) 

berperan sebagai penentu batas-batas. artinya 

kultur menciptakan perbedaan atau distingsi 

antara satu organisasi dengan organisasi 

lainnya, (2) memuat rasa identitas anggota 

organisasi, (3) budaya memfasilitasi lahimya 

komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar 

daripada kepentingan individu, (4) budaya 

meningkatkan stabilitas sistem sosial. Kultur 

merupakan predikat sosial yang membantu 

menyatukan organisasi dengan cara 

menyediakan standar mengenai apa yang 

sebaiknya dikatakan dan di lakukan karyawan. 

dan terakhir budaya bertindak sebagai 

mekanisme serta kendali yang menuntun dan 

membentuk sikap dan perilaku karyawan.  

Dalam rangka mewujudkan budaya 

organisasi yang cocok di terapkan pada sebuah 

organisasi, maka diperlukan adanya dukungan 

dan partisipasi dari semua anggota yang ada 

dalam lingkup organisasi tersebut. Para 

karyawan membentuk persepsi keseluruhan 

bersarkan karekteristik budaya organisasi yang 

antara lain meliputi : inovasi, kemantapan, 

kepedulian, organisasi hasil, perilaku 

pemimpin, orientasi tim, karekteristik tersebut 

dalam sebuah organisasi atau perusahaan 

mereka. Budaya organisasi adalah suatu wujud 

anggapan yang di miliki, diterima secara 

implisit oleh kelompok. dan menentukan 

bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan 

dan bereaksi terhadap lingkungannya yang 

beraneka ragam. Budaya merefleksikan nilai- 

nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh anggota 

organisasi. Nilai- nilai tersebut cenderung 

berlangsung dalam waktu lama dan lebih tahan 

terhadap perubahan. Tujuan penerapan budaya 

organisasi adalah agar seluruh individu dalam 

perusahaan atau organisasi mematuhi dan 

berpedoman pada system nilai keyakinan dan 
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norma-norma yang berlaku dalam perusahaan 

atau organisasi tersebut. 

Setda Kabupaten Tanah Bumbu adalah 

instansi pemerintah yang bertugas untuk 

menjalankan sebagian tugas pemerintahan dan 

pembangunan dalam mendukung program 

Bupati di Kabupaten Tanah Bumbu yang 

senantiasa mengembangkan kemampuan dan 

meningkatkan sistem manajemen dalam 

mengembangkan sumber daya manusia guna 

pengembangan organisasi yang dilakukan 

dengan semaksimal mungkin mengarahkan 

PNS untuk bekerja secara efektif dan efesien 

demi mencapai tujuan bupati dan organisasi. 

PNS yang memiliki hubungan kerja yang 

maksimal dengan budaya organisasi melalui 

motivasi akan membuat PNS bekerja secara 

elekuf karena memiliki nilai-nilai yang baik. 

dari sisi lingkungan internal maupun terhadap 

lingkungan eksternal tempat kerja sehingga 

akan menciptakan tingkat motivasi yang luar 

biasa bagi PNS. 
 

Budaya organisasi di Kantor Setda Kabupaten 

Tanah Bumbu belumlah sepenuhnya dapat 

meningkatkan kinerja dan efektivitas kerja 

pegawai. Hal ini terlihat dari sering 

terlambatnya pegawai masuk kantor, pulang 

lebih awal dari jam pulang yang ditetapkan ini 

mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat 

sering terhambat. Kedisiplinan seorang 

Pegawai Negeri Sipil sangat dituntut sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan 

Pegawai Negeri Sipil untuk menaati 

kewajiban dan menghindari larangan yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan atau peraturan kedinasan yang 

apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi 

hukuman disiplin. Sehingga jelas sekali 

bahwa arah dan tujuan disiplin kerja pada 

dasarnya adalah keharmonisan dan kewajaran 

kehidupan organisasi dengan adanya ukuran- 

ukuran dan nilai-nilai yang telah disepakati 

bersama, dengan penuh kesadaran. 

Sekalipun pada umumnya telah disadari 

pentingnya budaya organisasi dalam proses 

administrasi/manajemen pemerintahan dalam 

memotivasi kerja pegawai, tetapi 

kenyataannya dalam praktek tidak jarang 

ditemukan berbagai masalah yang 

menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan 

budaya organisasi yang diperlukan, sehingga 

pencapaian sasaran/tujuan tidak selalu berjalan 

sebagaimana yang diharapkan. Fenomena 

yang terjadi mengenai motivasi pada di Kantor 

Setda Kabupaten Tanah Bumbu adalah 

masalah motivasi pegawai yang relatif masih 

rendah yang mengakibatkan kinerja yang 

cenderung menurun. hal ini dapat dilihat dari 

target pekerjaan yang tidak mencapai realisasi 

yang telah ditetapkan bersama, terutama dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

sehingga belum memberikan dampak positif 

terhadap pencapaian kinerja yang diharapkan. 

Apabila kualitas pelayanan tidak segera 

diperbaiki dan ditelaah kembali, maka 

kepuasan masyarakat akan semakin menurun 

sehingga perlunya penelitian lebih lanjut yang 

menggali tentang pentingnya pelayanan 

dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. 

Metode Penelitian 

Penelitian    ini    bertujuan   untuk 

mngetahui Peran Budaya Organisasi dalam 

motivasi kerja pegawai negeri sipil di kantor 

sekretariat daerah kabupaten tanah bumbu  dan 

kendala   yang  dihadapi   sebagai Pelayan 

Publik dalam meningkatkan   kepuasan 

masyarakat   pada objek wisata Balai Keramat 

Raja Tumbang Rungan  Kecamatan  Pahandut 

Kalimantan Tengah. Pendekatan penelitian 

Mixed Method Research. Jenis penelitian 

deskriptif. Populasi adalah seluruh masyarakat 

yang berkunjung sebanyak 490. Sampel 

sebanyak 83 orang menggunakan teknik 

accidental  sampling. Informan   menggunakan 

teknik  purposive sampling dan snowball 

sampling sebanyak 3 orang. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner  dan   wawancara. 

Analisis    data menggunakan uji deskriptif 

yang disajikan Dalam Bentuk Distribusi 

Frekuensi Dan Narasi. “Peran Budaya 

Oragnisasi Dalam Motivasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil Di Kantor Setda Kabupaten Tanah 

Bumbu” 
Proses pemekaran dilakukan terutama 

untuk mengakomodasi kepentingan elit politik 

lokal semata, ketimbang didedikasikan bagi 

usaha pencapaian tujuan desentralisasi seperti 

yang diamanatkan dalam undang- undang yang 

mengatur masalah pemekaran. Studi BRIDGE 

(2008) secara spesifik menyimpulkan, bahwa 

selama lima tahun posisi daerah induk dan 

daerah control selalu lebih baik dari daerah 

otonomi baru dalam semua aspek yang diteliti. 
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Kondisi tersebut diatas juga terjadi di 

Palangka Raya, sebagai ibukota Provinsi 

Kalimantan Tengah yang berpenduduk tidak 

lebih dari 200.000 jiwa, kota ini juga begitu 

antusias menyambut era desentralisasi. 

Semangat desentralisasi diwujudkan dalam 

berbagai kebijakan, diantaranya ialah 

pemekaran wilayah kelurahan. Ada beberapa 

wilayah kelurahan yang dimekarkan, salah 

satunya Kelurahan Tumbang Rungan, 

Kecamatan Pahandut. Kelurahan ini 

sebelumnya masuk wilayah Kelurahan 

Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, 

Kota Palangka Raya. Secara geografis 

kelurahan ini masuk dalam wilayah perkotaan 

akan tetapi bila dilihat dari kondisi social dan 

ekonominya kelurahan seakan berada 

diwilayah yang jauh dari kemajuan dan hiruk 

pikuk masyarakat perkotaan. 

Jarak kelurahan Tumbangan Rungan 

dengan pusat kota hanya sekitar 10 km. 

Sungguh suatu jarak yang sangat mudah 

untuk ditempuh. Kelurahan Tumbang Rungan 

terletak dipesisir sungai Kahayan dimana 

sebagian besar

 masyarakatnya 

bermatapencaharian sebagai petani karet, 

penangkap ikan, buruh tani, dan serabutan. 

Semenjak kelurahan Tumbang Rungan 

dimekarkan lepas dari kelurahan induk 

kondisi kelurahan ini relative tidak 

berkembang. Kurang lebih lima tahun 

kelurahan ini mencoba untuk mandiri 

memiliki kantor lurah sendiri, puskesmas 

sendiri, dan Lembaga Keswadayaan 

Masyarakat. Berbagai program pemerintah 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan pengentasan kemiskinan 

telah masuk dan dilaksanakan di kelurahan ini. 

Menurut narasumber dalam hal ini 

yakni Kepala Desa Tumbang Rungan 

Kecamatan Pahandut Kalimantan Tengah, 

program-program pemerintah tersebut 

memang betul telah sampai ke tangan 

masyarakat, akan tetapi tidak ada satupun 

program yang bisa dianggap berhasil dalam 

mengentaskan kemiskinan di kelurahan 

Tumbang Rungan. 

Menurut narasumber yang lain dalam 

hal ini Bapak H. Agustiar Sabran, S.Kom 

selaku Ketua Umum Dewan Adat Dayak 

Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat 

bahwa ”kami merasa tidak ada manfatnya 

membentuk pemerintahan sendiri, ingin 

mandiri dan lebih sejahtera, kondisi kami 

tidak ada bedanya dengan sebelum kelurahan 

ini dimekarkan, kami masih tergolong miskin 

dan tertinggal, pembangunan fisik diwilayah 

kami masih sangat kurang”. 

Kelurahan Tumbang Rungan ialah satu 

contoh kecil dari sekian ratus wilayah 

kelurahan/desa pemekaran di Indonesia yang 

belum dapat merasakan dampak positif dari 

kebijakan pemekaran wilayah. Dalam kurun 

waktu kurang lebih lima tahun kelurahan 

Tumbang Rungan belum bisa mewujudkan 

impian daripada semangat desentralisasi yakni 

meningkatnya kesejahteraanmasyarakat, 

meningkatnya pelayanan public, dan 

meningkatnya daya saing daerah. Hal ini bisa 

menjadi permasalahan yang sangat penting 

untuk segera dipecahkan mengingat bahwa 

untuk membentuk sebuah daerah pemekaran 

tentulah tidak mudah. Banyak prosedur dan 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

pemerintah daerah agar sebuah bisa 

dimekarkan. Selain itu dalam proses pemekaran 

dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang biaya 

tersebut juga menjadi beban dari pemerintah 

daerah dalam hal ini Kota Palangka Raya. 

Salah satu hal yang perlu diperbaiki 

melalui pemekaran dan rehabilitasi wilayah di 

Desa Tumbang Rungan yaitu Objek wisata 

Balai Keramat Raja Tumbang Rungan 

Kecamatan Pahandut Kalimantan Tengah. 

Objek wisata Balai Keramat Raja Tumbang 

Rungan merupakan objek wisata Kecamatan 

Pahandut Kalimantan Tengah yang telah 

diresmikan oleh Kapolda Kalimantan Tengah 

pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2018, 

namun keberadaan objek wisata tersebut hingga 

kini masih kurang diminati oleh wisatawan 

akibat kurangnya promosi wisata serta 

kurangnya tata kelola perwarisataan yang 

dikelola oleh pemerintah. 

Hal ini tampak terlihat pada kurang 

terawatnya ikonik khas wisata di Tumbang 

Rungan seperti balai keramat yang dibangun 

oleh nenek moyang masyarakat Dayak Kalteng 

beberapa abad lampau yang mulai lapuk, serta 

tempat spritual lain dalam kondisi yang kurang 

terawat, sarana transportasi untuk wisatawan 

yang susah diakses, jaringan telekomunikasi 

yang masih belum optimal, tidak adanya 

penginapan terdekat bagi wisatawan, serta 

UKM yang tidak berjalan yang seharusnya 

dapat menjadi lahan usaha bagi penduduk lokal. 

Tidak adanya keseriusan dari pemerintah untuk 
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mengembangkan dan mengelola objek wisata 

Balai Keramat Raja Tumbang Rungan ini 

membuat sebagian masyarakat bekerja sama 

dengan Dit Polairud Polda Kalimantan Tengah 

untuk meningkatkan dan mengangkat kembali 

daya tarik wisata disana. 

Bapak Parada, L.KDR, A.Ag., M.Si 

selaku Ketua Majelis Daerah Agama Hindu 

Kaharingan Kota Palangkaraya 

mengungkapkan, sebelumnya Objek wisata 

Balai Keramat Raja Tumbang Rungan 

Kecamatan Pahandut Kalimantan Tengah 

tidak begitu terurus sehingga seperti terlantar, 

karenanya Kapolda Kalteng, Irjen Pol Anang 

Revandoko, melalui personil Polair berinisitif 

dalam melakukan rehabilitasi lokasi tersebut 

agar lebih baik lagi, sehingga mudah 

dikunjungi wisatawan untuk berwisata. 

Beberapa bangunan yang direhab diantaranya, 

bangunan berbentuk rumah seperti sandung, 

yang dindingnya hancur termakan usia dan 

jalan titian yang rusak dibehani, hingga 

memperluas lahan untuk menempatkan 

sandung yang lebih banyak. 

Secara keseluruhan, hasil kuesioner 

mengenai efektivitas kerja Dit Polairud Polda 

Kalimantan Tengah sebagai pelayan publik 

dalam meningkatkan kepuasan masyarakat 

pada objek wisata Balai Keramat Raja 

Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut 

Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa 

sebanyak 10 orang (12%) menyatakan kurang 

efektif, sebanyak 35 orang (42,2%) 

menyatakan cukup efektif dan sebanyak 38 

orang (45,8%) menyatakan efektif. 

Rehabilitasi tersebut membawa hal 

positif dan ditanggapi positif pula baik oleh 

masyarakat sekitar juga oleh para wisatawan 

dan para pejiarah khususnya. Adanya kegiatan 

rehabilitasi serta promosi wisata yang 

dilakukan oleh anggota Dit Polairud Polda 

Kalimantan Tengah terhadap Objek wisata 

Balai Keramat Raja Tumbang Rungan 

Kecamatan Pahandut Kalimantan Tengah 

merupakan salah satu bentuk pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat guna 

meningkatkan status sosial ekonomi 

masyarakat sekitar serta membantu menjaga 

kebudayaan leluhur di wilayah hukum Polda 

Kalimantan Tengah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada indikator "Integrasi" dalam efektivitas 

kerja Dit Polairud Polda Kalimantan Tengah 

dalam menangani pengaduan masyarakat 

sebagai pelayanan publik sebanyak 5 orang 

(6%) menyatakan kurang efektif, sebanyak 14 

orang (16,9%) menyatakan cukup efektif dan 

sebanyak 64 orang (77,1%) menyatakan 

efektif. Hasil kuesioner menyatakan bahwa 

kurang efektifnya kerja Dit Polairud Polda 

Kalimantan Tengah dalam menangani 

pengaduan masyarakat sebagai pelayanan 
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publik akibat Anggota Dit Polairud Polda 

Kalimantan Tengah kurang mampu dalam 

menyediakan kesempatan bagi masyarakat 

untuk mengenal Ombudman lebih dalam. 

Selain itu, masyarakat juga menyatakan 

bahwa Anggota Dit Polairud Polda Kalimantan 

Tengah masih kurang dalam masalah ketelitian 

dan kerapihan kerja penyusunan rencana kerja. 

Sedangkan penilaian bahwa efektifnya kerja 

Dit Polairud Polda Kalimantan Tengah dalam 

menangani pengaduan masyarakat sebagai 

pelayanan publik akibat Anggota Dit Polairud 

Polda Kalimantan Tengah memiliki integritas 

yang tinggi dalam bekerja. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada indikator "Adaptasi" dalam efektivitas 

kerja Dit Polairud Polda Kalimantan Tengah 

dalam menangani pengaduan masyarakat 

sebagai pelayanan publik sebanyak 17 orang 

(20,5%) menyatakan kurang efektif, sebanyak 

22 orang (26,5%) menyatakan cukup efektif 

dan sebanyak 44 orang (53%) menyatakan 

efektif. Hasil kuesioner menyatakan bahwa 

kurang efektifnya kerja Dit Polairud Polda 

Kalimantan Tengah dalam menangani 

pengaduan masyarakat sebagai pelayanan 

publik akibat Anggota Dit Polairud Polda 

Kalimantan Tengah yang kurang bertanggung 

jawab terhadap pekerjaannya. Sedangkan 

penilaian bahwa efektifnya kerja Dit Polairud 

Polda Kalimantan Tengah dalam menangani 

pengaduan masyarakat sebagai pelayanan 

publik akibat Anggota Dit Polairud Polda 

Kalimantan Tengah mampu beradaptasi 

dengan cepat dengan kendala-kendala yang ada 

di lingkungan kerja. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada indikator "Pencapaian Tujuan" dalam 

efektivitas kerja Dit Polairud Polda 

Kalimantan Tengah dalam menangani 

pengaduan masyarakat sebagai pelayanan 

publik sebanyak 20 orang (24,1%) menyatakan 

kurang efektif, sebanyak 23 orang (27,7%) 

menyatakan cukup efektif dan sebanyak 40 

orang (48,2%) menyatakan efektif. Hasil 

kuesioner menyatakan bahwa kurang 

efektifnya kerja Dit Polairud Polda 

Kalimantan Tengah dalam menangani 

pengaduan masyarakat sebagai pelayanan 

publik akibat Anggota Dit Polairud Polda 

Kalimantan Tengah yang kurang mampu 

menyediaan dan menyelesaikan perbedaan 

pendapat mengenai masalah organisasi yang 

menyangkut kepentingan bersama di 

masyarakat. Sedangkan penilaian bahwa 

efektifnya kerja Dit Polairud Polda Kalimantan 

Tengah dalam menangani pengaduan 

masyarakat sebagai pelayanan publik akibat 

Anggota Dit Polairud Polda Kalimantan 

Tengah mampu menjelaskan tujuan jangka 

pendek maupun jangka panjang, mendorong 

masyarakat menentukan pilihannya dan 

keinginannya, mendorong kegiatan individu 

dan kelompok berdasarkan tujuan bersama 

yang akan dikejar. 

Seiring dengan bergesernya paradigma 

pemerintahan kita kearah desentralisasi, maka 

haruslah disadari secara betul-betul bahwa 

adanya sebuah tuntutan akan pelayanan public 

yang lebih berkualitas. Keberhasilan 

pencapaian dari tujuan desentralisasi di 

tingkat kelurahan Tumbang Rungan itu sendiri 

ialah tidak terlepas dari bagaimana 

kemampuan kelurahan itu dalam 

melaksanakan kebijakan, program dan 

kegiatan. Oleh karena itu, harus ada sebuah 

komitmen pemberdayaan masyarakat di 

khususnya masyarakat sekitar Objek wisata 

Balai Keramat Raja Tumbang Rungan 

Kecamatan Pahandut Kalimantan Tengah. 

Komitmen pemberdayaan masyarakat 

Kelurahan Tumbang Rungan itu ialah 

merupakan sebuah tanggung jawab dari 

Pemerintah Kota Palangkaraya sebagai 

pelayan masyarakat dan tidak lupa adalah 

masyarakat di Kelurahan Tumbang Rungan itu 

sendiri. Pemberdayaan masyarakat yang ada di 

Kelurahan Tumbang Rungan pun haruslah 

berfokus pada pemberian ruang aktualisasi 

potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan 

pentingnya sebuah masyarakat yang mandiri 

yang mampu mengorganisir diri sehingga 

memberikan peranan bagi setiap individu 

bukan hanya sekedar objek pembangunan 

melainkan sebagai subjek pembangunan yang 

ikut menentukan masa depan dan kehidupan 

masyarakat Kelurahan Tumbang Rungan 

secara umum. Diharapkan dengan adanya 

pemberdayaan dan pembinaan lokal ini 

mampu menggali, meningkatkan dan 

mengarahkan masyarakat Tumbang Rungan 

kearah kemajuan yang lebih baik. 
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Rehabilitasi Objek wisata Balai 

Keramat Raja Tumbang Rungan Kecamatan 

Pahandut Kalimantan Tengah harus dilandasi 

dengan berbagai pemikiran yang matang, apa 

bedanya Objek wisata Balai Keramat Raja 

Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut 

Kalimantan Tengah dari sebelum dan sesudah 

dimekarkan, apakah bertambah baik dari 

sebelumnya harus dipantau. Dilihat dari segi 

pembangunan yang masih tertinggal setelah 

kebijakan rehabilitasi Objek wisata Balai 

Keramat Raja Tumbang Rungan Kecamatan 

Pahandut Kalimantan Tengah, setidaknya 

Kelurahan Tumbang Rungan menjadi potret 

kecil dari runyamnya kebijakan yang hanya 

dilandasi semangat dan euphoria 

desentralisasi semata. Masih tingginya tingkat 

kemiskinan di daerah ini kemudian menjadi 

serangkaian keprihatinan yang tak bisa 

dipandang sebelah mata, ditengah geliat 

pembangunan di Kota Palangka Raya. Ada 

bagian yang terlupakan, dari pelaksanaan 

rehabilitasi Objek wisata Balai Keramat Raja 

Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut 

Kalimantan Tengah ini bahwa kita harus 

memikirkan ulang setiap hal secara mendetail 

bukan sekedar ambisi tapi nasib dari 

masyarakat lokal itu sendiri. 

Dapat dilihat dari aspek sosial sebagai 

akibat dampak dari kebijakan tersebut ialah 

masih banyak hal yang perlu dibenahi di 

berbagai bidang. Baik itu di bidang kesehatan, 

pendidikan, kependudukan, pelayanan publik 

dan lain-lain. Dapat dilihat dan dirasakan 

bahwa kemajuan Kelurahan Tumbang 

Rungan masih relative jauh tertinggal 

dibandingkan dengan kelurahan lain yang ada 

di Kota Palangkaraya. Dan dapat dikatakan 

Kelurahan Tumbang Rungan masih belum 

layak untuk dijadikan sebagai sebuah 

kelurahan, dan terlihat sangatlah dipaksakan. 

Hal ini dikarenakan menurut aturan 

PERMENDAGRI Nomor 28 tahun 2006 

Tentang Pembentukan, Penghapusan, 

Penggabungan Desa dan Perubahan Status 

Desa Menjadi Kelurahan, salah satu syaratnya 

ialah minimal jumlah penduduknya paling 

sedikit ialah 400 KK, sedangkan di Kelurahan 

Tumbang Rungan sendiri hanya ada ±156 KK. 

Belum lagi di sisi lain dari segi pelayanan 

terhadap masyarakat dirasa masih kurang 

cukup optimal dikarenakan sarana dan 

prasarana pendukung yang dimiliki oleh 

Kelurahan Tumbang Rungan masih belum 

memadai. Padahal, tujuan dari rehabilitasi 

Objek wisata Balai Keramat Raja Tumbang 

Rungan Kecamatan Pahandut Kalimantan 

Tengah ini harusnya dapat memberikan 

pelayanan public yang prima kepada 

masyarakat, namun kenyataan itu haruslah 

ditepis ketika kita melihat realitas yang ada. 

Saat ini yang dibutuhkan untuk percepatan 

pembangunan yang ada di Kelurahan 

Tumbang Rungan ialah kebijakan, program dan 

kegiatan yang bersifat memberdayakan 

masyarakat Kelurahan Tumbang Rungan 

terutama dan inisiatif masyarakat. Namun, di 

bulan September 2022 ini telah terjadi 

beberapa peningkatan dengan adanya 

beberapa kebijakan dari pemerintah kota 

Palangkaraya terkait dengan peningkatan dan 

perbaikan infrastruktur di Kelurahan 

Tumbang Rungan, misalnya perbaikan jalan 

dan jembatan agar akses ke Kelurahan 

Tumbang Rungan yang lebih mudah, yang 

disambut seluruh masyarakat dengan 

antusiasme yang tinggi. Hal ini dapat dilihat 

dengan pihak kelurahan, tokoh masyarakat 

dan warga setempat turut berpartisipasi untuk 

mensukseskan kegiatan ini. Bentuk partisipasi 

itu dapat dilihat dengan kesediaan untuk 

memberikan sumbangan baik pemikiran dan 

yang bersifat materiil. 

Ibu Murni Pelita, SE selaku Kabid Dinas 

Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan 

Olahraga Kota Palangka Raya menyatakan 

bahwa pihaknya sudah melakukan kunjungan 

ke Desa Tumbang Rungan Kecamatan 

Pahandut Kalimantan Tengah dan sudah 

melakukan peninjauan langsung ke lokasi Balai 

Adat Keramat yang sebelumnya diresmikan 

oleh pihak dari Polda Kalimantan Tengah. 

Anggaran dana untuk kemajuan pariwisata 

bukan wewenang dari Dinas Pariwisata karena 

mereka hanya sebagai pendata yang kemudian 

akan dikaji oleh pihak pusat apakah objek 

wisata Balai Keramat Tumbang Rungan masuk 

dalam cagar budaya atau tidak. Sehingga 

nantinya apabila masuk dalam cagar budaya, 

maka Dinas Pariwisata hanya memiliki 

kewajiban untuk melestarikan, bukan untuk 

memberikan anggaran. 
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Lambatnya bantuan dana yang diberikan 

pemerintah untuk memajukan objek wisata di 

Tumbang Rungan, tidak serta merta 

menjadikan masyarakat duduk diam. Hal ini 

diketahui bahwa turun sertanya Ditpolair dalam 

pengembangan objek wisata dan pemugaran 

Balai Keramat yang ada disana tentunya 

dibantu oleh masyarakat setempat. Masih ada 

sumberdaya yang masih dimiliki oleh 

masyarakat setempat, yaitu kebersamaan 

diantara warga masyarakat. Kerjasama dalam 

bentuk tolong-menolong dan gotong royong 

serta semangat/harapan masyarakat dalam 

membangun Kelurahan Tumbang Rungan 

menjadi lebih baik dan optimal dapat dijadikan 

sebagai sumberdaya sosial dari warga 

masyarakat di wilayah ini untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial dengan kata lain biarpun 

mereka memiliki keterbatasan modal usaha 

namun mereka masih memiliki modal sosial. 

Dari segi ekonomi yang dapat dilihat 

ialah bahwa Kelurahan Tumbang Rungan ini 

memiliki banyak potensi terutama dalam hal 

perikanan dan karet ditambah objek wisata 

pesisir sungai hingga bjek wisata religinya. 

Namun yang sangat disayangkan ialah banyak 

faktor yang menjadi penghambat percepatan 

ekonomi di Tumbang Rungan ini, baik itu 

faktor alam (cuaca) dan faktor ekonomi seperti 

pasar, distribusi, SDM, teknologi yang masih 

minim. Tingkat kemiskinan di Kelurahan 

Tumbang Rungan ini masih cukup tinggi 

karena dirasa masih kurangnya pemanfaatan 

dan pengelolaan SDA dan keterbatasan SDM 

yang benar-benar memiliki kemampuan, 

sehingga dirasa perlu diadakan sebuah 

rehabilitasi ekonomi di Kelurahan Tumbang 

Rungan dalam rangka mengatasi masalah 

ekonomi ini. Dalam segi pengembangan 

potensi ekonomi ini sangatlah erat kaitanya 

dengan pemerataan pembangunan yang dapat 

menunjang aksesibilitas aktivitas sosial 

ekonomi masyarakat di Kelurahan Tumbang 

Rungan. Dalam pemerataan pembangunan 

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi 

hendaknya tidak hanya dengan membangun 

infrastruktur fisik saja namun juga 

membangun infrastruktur sosial, dalam hal ini 

Pemerintah Kota Palangkaraya berperan 

penting untuk memfasilitasi baik dari aspek 

kebijakan,, regulasi, permodalan hingga 

teknologi tepat guna. 

 

Kendala yang Dialami Dit Polairud Polda 

Kalimantan Tengah sebagai Pelayan 

Publik dalam Meningkatkan Kepuasan 

Masyarakat pada Objek wisata Balai 

Keramat Raja Tumbang Rungan 

Kecamatan Pahandut Kalimantan Tengah 

Pemerintahan di kelurahan Tumbang 

Rungan umumnya berjalan dengan baik, peran 

lurah disini cukup dominan dalam hal 

menjalankan pemerintahan di wilayah ini. Hal 

ini dikarenakan posisi lurah di kelurahan 

Tumbang Rungan cukup disegani oleh 

masyarakat yang ada di wilayah ini. Dalam hal 

nilai politik di wilayah ini, pada dasarnya 

masyarakat Tumbang Rungan boleh 

dikatakan cukup memiliki atensi atas berbagai 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Kota Palangka Raya, walaupun tak dapat di 

pungkiri masih ada sikap yang cenderung 

apatis dan terbiasa menunggu. Tapi, hal ini 

bukanlah masalah yang cukup berarti jika 

pemerintah lebih menstimulasi untuk 

mendorong kepedulian masyarakat setempat. 

Warga Kelurahan Tumbang Rungan 

cenderung memiliki kohesivitas yang tinggi 

mau berbaur dan ramah sekalipun dengan 

warga pendatang khususnya para peziarah dan 

wisatawan. Warga Kelurahan Tumbang 

Rungan yang memilki komposisi yang 

beragam baik itu suku bangsa dan agama 

mampu menciptakan harmonisasi dan 

toleransi antar sesama. Namun, warga 

Kelurahan Tumbang Rungan sangat rentan 

mengalami tekanan eksternal akibat 

kemiskinan. 

Kelurahan Tumbang Rungan sebagai 

kelurahan pemekaran yang masih relative 

baru, tentu ada begitu banyak hal yang harus 

dibenahi. Jika dikaji lebih lanjut mengenai 

dampak sosial yang dipahami ketika kebijakan 

rehabilitasi Objek wisata Balai Keramat Raja 

Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut 

Kalimantan Tengah ini, ada beberapa hal 

penting yang disoroti. Dengan memainkan 

peran pemantauan dalam analisis kebijakan, 

tentulah kita dapat langsung melihat bahwa 

kebijakan rehabilitasi Objek wisata Balai 

Keramat Raja Tumbang Rungan Kecamatan 

Pahandut Kalimantan Tengah 
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untuk kelurahan Tumbang Rungan ini pada 

dasarnya tidak dapat dinyatakan secara layak 

untuk dijadikan sebagai kelurahan. Hal ini 

harus menjadi dasar pemikiran ulang bagi 

Pemerintah Kota Palangkaraya apabila hendak 

mengambil sebuah kebijakan. Agar kelak tidak 

diambil secara serampangan, tanpa 

memperhatikan aspek sosial, ekonomi, 

lingkungan fisik dan lain-lain. Karena jika 

tidak, yang terjadi bukan sebuah kemajuan 

seperti yang diharapkan melainkan sebaliknya. 

Aspek sosial memainkan peran penting dalam 

hal proses pengambilan kebijakan. Pemerintah 

Kota Palangka Raya boleh saja memiliki 

rancangan yang baik diatas kertas, tapi 

rancangan tanpa relevansi di lapangan adalah 

hal yang mustahil. Pekerjaan berat bagi 

Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka 

untuk menyelesaikan hal ini. 

Kembali mempersoalkan mengenai 

dampak sosial akibat rehabilitasi Objek wisata 

Balai Keramat Raja Tumbang Rungan 

Kecamatan Pahandut Kalimantan Tengah ini 

berdasarkan pemantauan sebagai analisis 

kebijakan. Tujuan dari suatu pemekaran 

wilayah kelurahan ini sendiri adalah dalam 

rangka peningkatan efektivitas pelayanan 

pemerintah kepada public, agar masyarakat 

merasa dekat dan memiliki pemerintah. 

Namun jika, kebijakan ini tidak dibarengi 

dengan persiapan seperti penyediaan sarana 

dan prasarana yang baik serta tidak dibarengi 

dengan anggaran yang memadai. Alhasil, 

pemekaran wilayah kelurahan ini menjadi sia- 

sia. Alih-alih untuk mendapat sebuah 

kemajuan seperti yang ditargetkan, justru 

malah terjadi kelalaian. Beberapa hal yang 

direncanakan menjadi meleset, daerah 

terpinggir seperti kelurahan Tumbang Rungan 

ini memiliki kesamaan dengan daerah 

pinggiran pada umumnya. Dimana sarana 

prasana yang buruk baik itu kantor, jalan dan 

lain-lain, masyarakat miskin, taraf pendidikan 

yang masih rendah, semua itu jelas tergambar 

di wilayah ini. Perencanaan yang tidak matang 

hanya akan menimbulkan masalah baru. 

Artinya kebijakan rehabilitasi Objek wisata 

Balai Keramat Raja Tumbang Rungan 

Kecamatan Pahandut Kalimantan Tengah ini 

masih dikatakan premature dan tujuan yang 

ditargetkan serta manfaat yang seharusnya 

dirasakan masyarakat masih belum diterima 

oleh masyarakat kelurahan Tumbang Rungan 

itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

hasil penelitian diatas seperti bagaimana 

tingkat pendidikan masyarakat disana yang 

masih rendah, putus sekolah karena alasan 

kemiskinan. Tingkat kesehatan mereka pun 

masih rendah, tidak adanya perhatian terhadap 

anak-anak dan wanita sebagai kelompok yang 

palin rawan kemiskinan, namun begitu tidak 

atensi yang berarti dari Pemerintah Kota 

Palangkaraya terkait dengan beberapa hal 

diatas. Bukan mustahil, masalah sosial seperti 

kemiskinan, pengangguran yang cukup tinggi 

di kelurahan Tumbang Rungan jika tidak 

segera diatasi hanya akan menimbulkan 

masalah sosial baru yang lainya, yang hanya 

tinggal menunggu waktu saja. 

Dari sisi ekonomi berdasarkan fungsi 

pemantauan, dapat dilihat tidak ada 

pertumbuhan ekonomi yang begitu berarti atau 

kearah implikasi yang positif di wilayah 

kelurahan Tumbang Rungan ini. Persentase 

kemiskinan dan pengangguran masih cukup 

tinggi, pendapatan perkapita yang rendah. Hal 

ini dikarenakan, ketika kebijakan pemekaran 

wilayah kelurahan ini diambil tanpa 

mempertimbangkan kebijakan strategis apa 

yang akan diambil untuk mempercepat 

pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran ini. 

Selain permasalahan tersebut, objek 

wisata Balai Keramat Raja Tumbang Rungan 

Kecamatan Pahandut Kalimantan Tengah 

belum terdaftar di Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota 

Palangka Raya dan dari Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota 

Palangka Raya baru melakukan pendataan 

cagar budaya dan baru dikirim ke pusat untuk 

dilakukan pengkajian serta penetapan apakah 

objek wisata Balai Keramat Raja Tumbang 

Rungan Kecamatan Pahandut Kalimantan 

Tengah masuk sebagai cagar budaya atau 

bukan. Selain itu menurut Murni Pelita, SE 

selaku Kabid Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 

Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka 

Raya, Dinasnya tidak memiliki kewenangan 

serta memang dari Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota 

Palangka Raya juga tidak memiliki dana 

anggaran untuk pemugaran dan pengelolaan 
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objek wisata Balai Keramat Raja Tumbang 

Rungan Kecamatan Pahandut Kalimantan 

Tengah disebabkan Balai Keramat tersebut 

milik masyarakat atau tokoh tetua adat, bukan 

milik pemerintah. Hal inilah yang 

menyebabkan objek wisata Balai Keramat 

Raja Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut 

Kalimantan Tengah tidak mendapat perhatian 

khusus dari pemerintah. 

Dari hasil penelitian diatas banyak hal 

yang mempengaruhi mengapa pertumbuhan 

ekonomi di wilayah ini sangat lamban. 

Kebijakan rehabilitasi Objek wisata Balai 

Keramat Raja Tumbang Rungan Kecamatan 

Pahandut Kalimantan Tengah ini tidak 

dibarengi dengan langkah-langkah konkrit di 

bidang ekonomi, misalnya pemberian modal 

dan pengadaan teknologi tepat guna bagi 

pengembangan usaha di kelurahan Tumbang 

Rungan. Keluhan masyarakat di kelurahan 

Tumbang Rungan mengenai perekonomian, 

taraf kehidupan dan kesejahteraan yang masih 

rendah yang terjadi hampir sebagian mereka 

menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah 

Kota Palangka Raya untuk lebih memikirkan 

kelurahan yang tertinggal ini. Dirasa sangat 

perlu untuk bagi Pemerintah Kota Palangka 

Raya untuk melakukan rehabilitasi ekonomi di 

wilayah ini, dengan mendayagunakan segenap 

potensi yang dimiliki kelurahan Tumbang 

Rungan dengan memberdayakan masyarakat 

setempat dan di stimulasi oleh Pemerintah 

Kota Palangka Raya. 

Kesimpulan 

1. Efektivitas kerja Dit Polairud Polda 

Kalimantan Tengah sebagai pelayan 

publik dalam meningkatkan kepuasan 

masyarakat pada objek wisata Balai 

Keramat Raja Tumbang Rungan 

Kecamatan Pahandut Kalimantan Tengah 

menunjukkan bahwa sebanyak 10 orang 

(12%) menyatakan kurang efektif, 

sebanyak 35 orang (42,2%) menyatakan 

cukup efektif dan sebanyak 38 orang 

(45,8%) menyatakan efektif. 

2. Kendala yang dialami oleh Dit Polairud 

Polda Kalimantan Tengah sebagai Pelayan 

Publik dalam Meningkatkan Kepuasan 

Masyarakat pada Objek wisata Balai 

Keramat Raja Tumbang Rungan 

Kecamatan Pahandut Kalimantan Tengah 

dimana kurangnya perhatian masyarakat 

akan objek wisata akibat rendahnya 

ekonomi dan pendidikan, akses lokasi 

yang dianggap masih sulit, serta tidak 

adanya alokasi dana/anggaran dari 

pemerintah untuk pengembangan dan 

pelestarian Objek wisata Balai Keramat 

Raja Tumbang Rungan. 

Saran 

1. Bagi Ditpolairud 
Dalam membantu pelestarian dan 

peningkatan ekonomi masyarakat melalui 

objek wisata Balai Keramat Raja 

Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut 

Kalimantan Tengah, maka perlunya 

peningkatan promosi dari Polri dengan 

melakukan pengenalan objek wisata lebih 

luas baik melalui jejaring sosial laman 

Ditpolairud Polda Kal-Teng serta melalui 

promosi melalui seminar dan acara 

pameran yang dilakukan secara rutin oleh 

Polda Kalimantan Tengah. 

2. Bagi Masyarakat 

Perlunya kesadaran masyarakat untuk 

turut menjaga kelestarian alam dan 

lingkungan khususnya objek wisata Balai 

Keramat Raja Tumbang Rungan 

Kecamatan Pahandut Kalimantan Tengah 

baik dari segi keamanan, kebersihan 

lingkungan hingga perilaku dan sikap 

masyarakat dalam menerima para 

wisatawan dan pejiarah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlunya dilakukan penelitian yang lebih 

mendalam dan lanjutan dengan metode 

penelitian yang berbeda dan 

menggunakan variabel lain yang tidak ada 

dalam penelitian ini khususnya yang 

membahas mengenai objek wisata Balai 

Keramat Raja Tumbang Rungan 

Kecamatan Pahandut Kalimantan 

Tengah. 
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